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MK Gelar Sidang Pendahuluan Pilkada Tasikmalaya, Bombana, Takalar, dan Dogiyai

Jakarta, 17 Maret 2017 — MahKkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 4 (empat) perkara perselisihan hasil
pemilinan (PHP) kepala daerah 2017 pada Jumat (17/3) pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.
Persidangan pemeriksaan pendahuluan Panel 2 ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman yang didampingi Hakim
Konshtusi | Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul dan Aswanto.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai
pemenunzn syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 fentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu
pendaftaran permohonan ke MK. MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap
perolehan suara hasil pilkada.

Keempat perkara tersebut adalah 34/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bombana, 35/PHP.KOT-
XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tasikmalaya, 36/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Has!! Pemilihan
Bupai Takalar, dan 38/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dogiyai. Dalam pokok permoiianannya,
semua peicia tersebut mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masn.g-masing
daerthinya !isnurut Para Pemohon tersebut terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan yang me:engaruhi
perolel.an soara sekallgus merugikan Para Pemohon, sehingga telah mencederai rasa keadilan masyarakat.

Perkers T emor 34/PHP.BUP-XV/2017 digjukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Ir. H. Kasra Jaru Munara dari H. Man
Arfah, $.Pdi. Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Kab. Bombana Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/1I/Tahun 2017
Tentang ’enetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perofehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupai Bombana
Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 yang memenangkan pasangan calon H. Tafdil, S.E., M.M. dan Johan Salim S.P.

Selanjutnya Nomor 35/PHP.KOT-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir. H. Dede Sudrajat, M.P Dan Dr.
H. Asep Hidayat Surdjo, Sp.A., M.Kes. Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts/KPU-
Kota- 011.329197/X11/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, jo Berita Acara Tentang Rapat Plenc Rekapitulasi Hasil Pengtitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilinan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari 2017 yang
memenangkan pasangan calon Drs, H. Budi Budiman dan Drs. H. Muhammad Yusuf.

Sedangkan Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Burhanuddin B., S.E.,
Ak, M.S' dan H.M. Natsir lbrahim, S.E. Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 96/
SKPILKADA/KPU.025.433274-2017 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, Tanggal 22 Februari 2017, yang memenangkan pasangan calon H. Syamsari
S.Pt., M.M. dan H. Achmad Dg Se're. 5.50s.

Sementara itu, Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Markus Waine dan Angkian
Goo, S.Pi. Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU-DGY/XIWTahun 2017 tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai
Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang memenangkan pasangan calon Yakobus Dumupa dan Oskar Makai. (Fitri
Yuliana)
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